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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan dan akibat hukum 
yang timbul jika suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke 
pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi suatu 
tindak pidana tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan yaitu, faktor hukum, penegakan 
hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Semua faktor 
saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan 
hukum serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Akibat hukum 
yang ditimbulkan membuat masyarakat memandang bahwa penegakan hukum 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi lemah dan kurang tegas, 
sehingga sebagian besar masyarakat menggampangkan atau menyepelekan hukum 
beserta aparat penegaknya yang semestinya dapat menyelesaikan suatu kasus 
tindak pidana yang terjadi. 
 
Kata kunci : tindak pidana, penuntutan, aparat penegak hukum 
 
ABSTRACT 
This study aims to know the factors that influence crime that was not done 
prosecutions and legal consequences arising if a criminal act can not be done to 
prosecutions. The results showed that the factors that influence a criminal offence 
was not done to prosecutions are legal factors, law enforcement, facilities or 
support facilities, community and culture. All factors related to each other tightly, 
since become essential in law enforcement as well as a measure of the 
effectiveness of law enforcement. Legal consequences caused make public views 
law enforcement is carried out by law enforcement officials is becoming weaker 
and less assertive, so most people underrate or underestimate the law and its 
enforcement apparatus should be able to complete a criminal case that occurred. 
 







1.  PENDAHULUAN 
Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan 
lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi 
hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan 
tata dalam masyarakat.
1
 Kehadiran hukum dalam masyarkat diantaranya adalah 
mengintegrasikandan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa 
bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa 
sehungga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.
2
 Tujuan peradilan 
pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang dapat dikatan bersalah atau 
tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan 
ketat tentang pembuktian yang mencakup semua dan berakhir pada proses 
pemeriksaan di Pengadilan. Bagaimanapun caruk-maruknya Pengadilan kita, 
namun tetaplah itu merupakan akar dari sebuah negara hukum, ia berfungsi 
sebagai penopang bagi tegaknya dan suburnya sebuah negara hukum. Bisa 
dibayangkan jika tanpa adanya Pengadilan bagaimana jadinya sebuah negara, ia 
akan hancur, luluh lantah banyak kejahatan yang tidak teradili.  Penyelenggaraan 
peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana 
mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, 
penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang Pengadilan. Atau dengan kata lain 
bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti 
pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini 
dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana.  
Dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut baik aparat penegak hukum 
maupun dari kejaksaan pasti mengalami kendala sehingga menimbulkan tindak 
pidana tersebut tidak dapat diproses sampai selesai. Tentunya semua tindak pidana 
yang tidak diproses tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan, dan 
akan menimbulkan akibat hukum yang sangat berpengaruh baik bagi aparat 
penegak hukum sendiri maupun bagi masyarakat. Dengan begitu maka akan 
menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan terhadap lembaga peradilan, dapat 
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saja dimaklumi karena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan 
itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat (baik secara substansial, 
ataupun secara formal). Namun keinginan-keinginan masyarakat ini bertolak 
belakang dengan apa yang diberikan oleh Pengadilan. Putusan-Putusan pengadilan 
serta perilaku-perilaku personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar 
menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan tapi telah pula menimbulkan reaksi 
keras berupa tindakan kerusuhan, kekerasan dan berbagai pelecehan terhadap 
lembaga peradilan. 
Pendapat masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena 
tidak adanya kontrol terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, 
sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah 
enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah 
harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka 
yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak akan mungkin keadilan 
dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum 
karena prinsip di atas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga 
adu kekuasaan. 
Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 
yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 
yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.
3
 Dengan kata lain, dapat pula 
dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan 
Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Unsur-
unsur tindak pidana menurut Hezewinkel-Suringa yaitu, unsur kelakuan orang, 
unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil), unsur psikis 
(dengan sengaja atau dengan alpa), unsur objektif yang menyertai keadaan tindak 
pidana seperti dimuka umum, unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya 
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perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi, dan yang 
terakhir unsur melawan hukum.
4
 
Penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHP mencantumkan “penyelidikan 
adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau 
tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
ini”.5 Penyidikan pada Pasal 1 butir 2 KUHP tercantum “penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya”. Penuntutan, dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan 
dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuat surat pelimpahan perkara 
yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri dan yang terakhir adalah tahapan 
pemeriksaan sidang di pengadilan.  
Dari semua tahapan-tahapan di atas dalam kenyataanya tidak semua 
tahapan tersebut dapat dilakukan secara mulus atau lancar, ada beberapa tahapan 
saja yang dilakukan mungkin berhenti pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan 
atau bahkan sudah sampai pengadilan tetapi tidak dapat diproses sampai selesai 
sesuai tahapan yang sudah tercantum. Adanya kasus mengenai tindak pidana yang 
tidak diproses sampai selesai di pengadilan atau yang hanya sampai polres saja 
mungkin juga karena memang ada prosedurnya atau mungkin juga sudah bisa 
diselesaikan sampai tahap tertentu tanpa harus sampai pemeriksaan di pengadilan. 
Namun tidak jarang sebagian atau bahkan sebagian besar semua tahapan tersebut 
dapat dilakukan, sehingga dapat menentukan seberapa hukuman yang diterima 
untuk pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukan. 
Dalam melakukan tahapan-tahapan tersebut baik aparat penegak hukum 
maupun dari kejaksaan pasti mengalami kendala sehingga menimbulkan tindak 
pidana tersebut tidak dapat diproses sampai selesai. Tentunya semua tindak pidana 
yang tidak diproses tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan, dan 
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akan menimbulkan akibat hukum yang sangat berpengaruh baik bagi aparat 
penegak hukum sendiri maupun bagi masyarakat. Dengan begitu maka akan 
menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan terhadap lembaga peradilan, dapat 
saja dimaklumi karena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan 
itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat (baik secara substansial, 
ataupun secara formal). Namun keinginan-keinginan masyarakat ini bertolak 
belakang dengan apa yang diberikan oleh Pengadilan. Putusan-Putusan pengadilan 
serta perilaku-perilaku personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar 
menimbulkan tekanan-tekanan dan kritikan tapi telah pula menimbulkan reaksi 




Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan 
dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu 
perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada serangkaian sangkaan bahwa 
orang telah melakukan delik tersebut. Perkembangan hukum acara pidana telah 
menyangkut ruang lingkup banyak hal yang harus dipelajari yakni meliputi aturan 
hukum tentang wewenang alat negara penegak hukum, tindakan 
penyelidikan/penyidikan untuk mengumpulkan bahan-bahan bukti, kewenangan 
melakukan penangkapan/penahanan, tindakan penuntutan dengan surat tuduhan, 
pemeriksaan sidang untuk pembuktian sebagai bahan keputusan , penerapan 
hukum dengan penetapan/putusan, berbagai upaya hukum dan pelaksanaan 
putusan dengan mempunyai kekuatan tetap.
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Dalam sistem peradilan pidana, berkaitan dengan unsur sifat melawan 
hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana, badan peradilan Indonesia yang 
direpresentasikan oleh Mahkamah Agung. Pada awalnya berpegang pada ajaran 
sifat melawan hukum yang formal. Dengan pendirian ini, badan peradilan 
tertinggi di Indonesia ini cenderung berpegang teguh pada rumusan ketentuan 
Undang-Undang. Dalam sistem peradilan pidana, berkaitan dengan unsur sifat 
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melawan hukum sebagai unsur mutlak tindak pidana, badan peradilan Indonesia 
yang direpresentasikan oleh Mahkamah Agung. Pada awalnya berpegang pada 
ajaran sifat melawan hukum yang formal. Dengan pendirian ini, badan peradilan 
tertinggi di Indonesia ini cenderung berpegang teguh pada rumusan ketentuan 
Undang-Undang. Sosiologi hukum, dapat menjelaskan dari situasi peradilan yang 
sekarang ini, bahwa peradilan sekarang jauh lebih adil dibandingkan keadaan pada 
masa lampau. Peradilan pada masa lampau sangat bersifat alami dari kebutuhan 
masyarakat yang tidak dibatasi oleh berbagai peraturan dan prosedur sebagaimana 
halnya situasi sekarang. Secara sosiologis, dalam memandang peradilan dan 
negara moderm. Maka pekerja mengadili tidak lagi bersifat mengadili secara 
substansial, melainkan juga berupa penerapan dari prosedur yang ketat. Dalam hal 
ini pengadilan boleh dikatakan sebagai suatu badan yang memutuskan keadilan 
yang berdasarkan aturan dan prosedur yang sudah ditentukan.  Proses 
pemeriksaan dalam perkara pidana dibagi menjadi empat tahapan yaitu, tahap 
penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di 
pengadilan. 
Disatu pihak penyidik atau penuntut umum dan pihak lainnya tersangka 
merupakan pihak-pihak yang sederhana terhadap hukum. Dalam perjanjian ini 
penuntut umum wajib menghentikan usaha penuntutannya dan sebagai 
imbalannya tersangka wajib membayar maksimum denda yang hanya satu-
satunya diancamkan ditambah dengan biaya penuntutan apabila usaha penuntutan 
sudah dimulai. Jika pembayaran denda harus dilakukan kepada penuntut umum 
dalam waktu yang ditetapkan oleh penuntut umum tersebut. Kiranya tidak dapat 
dipungkiri bahwa acar ini berasal dari hukum perdata, seperti halnya kebaikan 
pihak-pihak menjelaskan suatu delik aduan. Jelas bahwa cara ini bertentangan 
dengan sifat hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Namun 
demikian, dalam perkara-perkara kecil yang ancaman hukumannya hanya 
diancam dengan pidana denda saja sifat hukum publik itu perlu disimpangi untuk 
mempermudah dan mempercepat acara penyelesaiannya. 
Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor 
apa saja yang menyebabkan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan 
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ke Pengadilan? (2) Apakah akibat hukum yang timbul jika tindak pidana tidak 
dapat diselesaikan sampai ke Pengadilan? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan ke 
Pengadilan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan suatu tindak pidana tidak 
dapat dilakukan penuntutan ke Pengadilan tersebut, untuk mengetahui akibat 
hukum yang akan ditimbulkan jika suatu tindak pidana tidak dapat diselesaikan 
sampai ke Pengadilan. Manfaat penelitian ini adalah (1) Menambah ilmu 
pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana, (2) Untuk menambah ilmu 
pengetahuan mengenai tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan ke 
Pengadilan, (3) Memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi 
masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana yang 
tidak dilakukan penuntutan ke Pengadilan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. 
Penelitian ini lebih bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi, terbatas pada usaha 
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya 
sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta yang obyektif yaitu mengni 
tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan ke Pengadilan. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Faktor-faktor yang Menyebabkan Suatu Tindak Pidana Tidak Dapat 
Dilakukan Penuntutan ke Pengadilan 
Tugas utama pengadilan negeri dalam perkara pidana ialah mengadili 
semua perkara pidana sebagaimana yang tercantum di dalam peraturan 
perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk 
diadli. Pedoman dalam menentukan kewenangan mengadili berdasarkan pada 
Pasal-pasal yang diatur dalam Bab X, bagi pengadilan negeri diatur pada bagian 
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kedua, untuk pengadilan tinggi pada bagian ketiga dan untuk Mahkamah Agung 
pada bagian keempat, yaitu terdiri dari Pasal 84, 85, dan Pasal 86 KUHAP.  
Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan 
perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wirjono Prdjodikoro memberikan 
definisi penuntutan, cuma perbedaanya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara 
tegas “terdakwa” sedangkan Wirjono Prdjodikoro disebutkan secara tegas, lebih 
lengkapnya, yaitu “Menurut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah 
penyerahan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim 
dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara 
pidana itu terhadap terdakwa”. Mengenai penuntutan ke Pengadilan di sini juga 
berkaitan dengan pembuktian, pembuktian memiliki peranan penting dalam suatu 
penuntutan, dimana pembuktian itu sendiri adalah usaha dari yang berwenang 
untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan 
dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim 
sebagai bahan untuk memberikan keputusan. Adapun pendapat lain mengenai 
pembuktian menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa 
benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya. 
Dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana maka polisi harus memberi surat perintah penangkapan 
beserta identitas pelaku dan perbuatan pidananya, apabila si pelaku telah dipanggil 
sebelumnya dua kali berturut-turut namun si pelaku mengabaikan surat panggilan 
kepolisian dan mengakibatkannya dua kali berturut-turut. Polisi boleh melakukan 
penangkapan tanpa surat perintah penangkapan apabila si pelaku tertangkap 
tangan melakukan tindak pidana, sehingga dalam melakukan penangkapan polisi 
selain membawa  tersangka juga membawa barang bukti kepada penyidik. Proses 
penahanan dapat dilakukan oleh polisi selama paling lama 20 hari, namun dapat 
diperpanjang apabila beum selesai dalam proses penyidikan selama paling lama 
40 hari. Setelah polisi melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan 
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penahanan, maka polisi membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang 
selanjutnya diberikan kepada pihak kejaksaan, untuk selanjutnya perkara diperiksa 
oleh pihak kejaksaan. Namun dari berbagai proses atau tahapan yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian hingga sampai pihak kejaksaan tersebut tidak semua dapat 
berjalan dengan lancar, ada beberapa kendala yang menyebabkan proses atau 
tahapan tersebut tidak dapat diselesaikan samapai kejaksaan, hingga kasus-kasus 
perbuatan pidana tersebut hanya berhenti sampai ke pihak kepolisian. Dalam hal 
ini maka pihak kepolisian harus membuat kebijakan mengapa tindak pidana 
tersebut harus berhenti sampai di pihak kepolisian saja.  
Adapun hal-hal yang menyebabkan suatu tindak pidana tidak dapat 
dilakukan penuntutan ke Pengadilan, dan hanya berhenti sampai pihak kepolisian 
saja salah satuya adalah adanya kekurangan berkas dan adanya faktor-faktor 
intern lainnya. Kekurangan berkas merupakan hal yang sangat penting dalam 
proses penanganan perkara dalam kepolisian. adanya kekurangan berkas 
menyebabkan pihak kepolisian kesulitan dalam melakukan pemeriksaan sehingga 




Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali penerapan hukum tidak dapat 
dilaksanakan dengan efektif, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan 
yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum 
dalam masyarakat tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku 
secara filosofis, juridis, dan sosiologis. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektifitas suatu penerapan hukum, faktor-faktor tersebut mempengaruhi dan 
mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor 
tersebut. Faktor-faktor tesebut antara lain: (1) Faktor hukum, (2) Faktor penegak 
hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) Faktor masyarakat, (5) 
faktor kebudayaan.  
Dari semua faktor tersebut tentu ada faktor lain yang ikut mempengaruhi 
efektifitasnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau 
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kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum di sini bisa jadi tidak 
jelas dan samar-samar bahkan seringkali dipermainkan untuk kepentingan tertentu 
sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa dihukum 
dan orang yang bersalah menjadi bebas. Di negeri ini sudah banyak contoh-contoh 
kasus yang terjadi salah tangkap pelaku yang sebenarnya. Bisa dibayangkan 
bagaimana penegak hukum bekerja tanpa bukti awal yang disertakan sehingga 
seseorang ditangkap lalu ditahan. Dalam hukum dikenal asas praduga tak bersalah 
sekaligus asas praduga bersalah. Polisi dituntut untuk menjadikan asas ini sebagai 
suatu bekal dalam bertindak terutama dalam melakukan penangkapan. Polisi 
dalam profesionalismenya bekerja bisa saja menganut asas praduga bersalah 
karena mungkin telah cukup kuat bukti, namun dalam proses hukum haruslah 
mengedepankan asas praduga tak bersalah. Polisi mempunyai peranan yang 
sangat penting, karena polisilah yang yang berada pada Garda terdepan, polisi 
yang paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat, 
dibandingkan dengan penegak hukum lainnya yang berada di perkantoran tempat 
mereka bekerja sehari-hari. Oleh karena itu sikap dan keteladanan personal 
kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga 
masyarakat. Sehubungan dengan personal efektifitas hukum, maka selain faktor-
faktor tersebut, ada juga pandangan lain seperti ajaran realisme yaitu 
mengidentifikasi hukum dengan proses pengadilan. Hukum boleh tumbuh di luar 
kebiasaan maupun dunia praktek, namun karakter hukum dapat diperoleh nanti 
pada saat ia diakui dan diterapkan oleh pengadilan dalam petusan yang 
dijatuhkannya. Hukum yang sebenarnya adalah ketika ia dilaksanakan oleh 
pengadilan. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya 
karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik 
subjektif dari masing-masing orang.  
 
Akibat Hukum Suatu Tindak Pidana yang Tidak Dilakukan Penuntutan ke 
Pengadilan. 
Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu 
hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh 
Undang-Undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang 
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melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Akibat hukum adalah akibat 
suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki 
oleh pelaku dan dapat diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan 
tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat 
yang dikehendaki hukum. 
Dalam hal ini jika suatu tindak pidana tidak dilakukan penuntutan ke 
pengadilan maka akan menimbulkan adanya akibat hukum yang ditimbulkan. 
Akibat-akibat hukum yang timbul tersebut tentunya memiliki ketentuan-ketentuan 
yang akan berakibat lagi pada kegiatan penyelesaian pidana. di sini akan kita 
bahas secara jelas tentang akibat hukum yang timbul jika suatu tindak pidana 
tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan. Suatu tindak pidana jika tidak 
dilakukan penuntutan ke pengadilan maka akan menimbulkan akibat hukum, 
akibat hukum tersebut antara lain adalah para pelaku tindak pidana tidak akan 
merasa jera dikarenakan mereka belum tentu dituntut dengan adanya kesalahan 
yang mereka buat, tidak dilakukannya penuntutan tersebut tentunya ada beberapa 
alasan yang melatarbelakanginya.
9
 Di sisi lain akibat hukum yang akan 
ditimbulkan adalah membuat lemahnya penegakan hukum yang sudah ada, karena 
penuntutan suatu tindak pidana tidak dilakukan maka akan membuat masyarakat 
yang melakukan suatu tindak pidana akan berbuat santai atau menggampangkan 
saja. Dalam penyelesaian suatu tindak pidana akan melalui beberapa tahapan atau 
proses yang harus dilalui, maka dari itu dalam penyelesaiannya sampai proses ke 
pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama. adanya kebutuhan waktu yang 
tidak singkat tersebut dapat menyebabkan  suatu kasus tindak pidana berhenti 
ditengah-tengah jalan dan tidak diproses sampai selesai dalam arti tidak selesai 
sampai ditetapkan putusan di pengadilan.  
Akibat lainnya antara lain adalah ketidak percayaan masyarakat akan 
adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena ada 
kasus tidak dapat diselesaikan sampai ke pengadilan dan hanya berhenti sampai ke 
polres saja sehingga tidak ada kejelasan dalam putusan suatu tindak pidana. 
                                                             
9 Warsono, Kasat Narkoba Polres Ngawi, Wawancara Pribadi, Ngawi, 21 September 2016, Pukul 
10;50. 
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Akhirmya kalau ada kasus yang terjadi pada masyarakat, masyarakat akan 
memilih menyelesaikan masalah sendiri secara musyawarah, jika memang 
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh 
masyarakat mungkin akan lebih baik dari pada masyarakat main hakim sendiri 
terhadap pelaku tindak pidana. kalau main hakim sendiri nanti pada akhirnya jika 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang akan tanggung jawab, tentu 
masyarakat juga akan mencari aman melakukan pembelaan terhadap dirinya 
sendiri. Main hakim sendiri merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum 
suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum, main hakim sendiri adalah 
jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia. Bentuknya bisa berupa 
penganiayaan, perusakan harta benda dan sebagainya. Pelaku main hakim sendiri 
terhadap pelaku tindak pidana juga akan dijerat hukuman sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang telah ada, karena apabila tidak ada hukuman bagi 
mereka maka masyarakat akan seenaknya melakukan tindakan main hakim sendiri 
dan akan membuat lemahnya atau tidak dianggapnya aparat penegak hukum di 
dalam masyarakat. Mereka akan menyepelekan tugas dan fungsi aparat penegak 
hukum, karena seakan-akan masyarakat bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa 
campur tangan aparat penegak hukum, padahal sebenarnya apa yang mereka 
lakukan adalah salah besar. Kita harus tunduk pada hukum, karena negara 
Indonesia adalah negara hukum. 
Akibat hukum yang akan timbul antara lain adalah tindakan kriminal akan 
semakin merajalela dan korupsi akan semakin meningkat. Selain itu juga 
permainan politik yang kotor dan tidak akan ada lagi penghargaan terhadap hak 
asasi manusia. Manusia hanya akan melakukan apa yang mereka mau tanpa peduli 
akan hukum yang sudah ada dan diatur dalam perundang-undangan. Jika hukum 
tidak bisa lagi ditegakkan, maka tidak akan ada lagi yang mengatur bagaimana 
manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lain. Manusia bisa berbuat 
apa saja, tidak akan bisa ada yang membatasi.
10
 Penegak hukum diharapkan oleh 
masyarakat bersifat tegas dan adil, jika pihak aparat penegak hukum tidak dapat 
                                                             
10
 Purnomo, Kasat Reskrim Polres Ngawi, Wawancara Pribadi, Ngawi, 21 September 2016, pukul 
10;30 WIB.  
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bersifat tegas dan adil maka akan menghilangkan kepercayaan masyarakat 
terhadap penegak hukum. Tanpa adanya hukum yang sudah diatur dalam 
perundang-undangan dan tanpa adanya aparat penegak hukum masyarakat akan 
saling menyakiti satu sama lain, perpecahan dan perperangan akan terjadi dimana-
mana karena semua masyarakat sudah tidak percaya dengan adanya hukum yang 
berlaku. 
Tanpa adanya ketegasan dan keadilan mengenai hukum maka tidak akan 
ada lagi kedamian dan keadilan di negara ini, jika semua bentuk dari hukum dan 
aturan-aturan mengenai hukum sudah menjadi tumpul, maka tidak ada satupun 
yang bisa membuat masyarakat dapat diatur sesuai dengan hukum yang sudah 
berlaku. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang beradab harus mendukung 
pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku serta mengawal agar setiap proses 
peradilan apapun bentuknya bisa terlaksana berdasarkan pada keadilan sehingga 
ketertiban umum bisa terpelihara. Di sisi lain masyarakat juga akan taat hukum 
jika semua proses keadilan dilakukan secara tertib sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di negara Indonesia. Adanya ketertiban terhadap hukum dan ketegasan 
aparat penegak hukum juga akan membuat masyarakat taat akan adanya peraturan 
hukum, dan masyarakat juga akan tunduk pada aturan hukum. Apabila ada tindak 
pidana yang terjadi di masyarakat, masyarakat akan langsung menyerahkan 
kepada pihak yang berwajib, sehingga tidak akan ada main hakim sendiri dalam 
masyarakat. hukum di negara kita akan terlaksana secara tertib dan teraturan 
sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  
 
4.  PENUTUP 
Kesimpulan 
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum, 
faktor-faktor tersebut mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif 
dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tesebut antara lain: 
(1) Faktor hukum, (2) Faktor penegakan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas 
pendukung, (4) Faktor masyarakat, (5) Faktor kebudayaan.  
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Akibat hukum yang timbul jika suatu tindak pidana tidak dilakukan 
penuntutan ke pengadilan adalah membuat lemahnya penegakan hukum yang 
sudah ada, karena penuntutan suatu tindak pidana tidak dilakukan maka akan 
membuat masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana akan berbuat santai 
atau menggampangkan saja. Ketidak percayaan masyarakat akan adanya 
penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, karena ada kasus 
tidak dapat diselesaikan sampai ke pengadilan dan hanya berhenti sampai ke 
polres saja sehingga tidak ada kejelasan dalam putusan suatu tindak pidana. 
Akhirmya kalau ada kasus yang terjadi pada masyarakat, masyarakat akan 
memilih menyelesaikan masalah sendiri secara musyawarah, jika memang 
penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan oleh 
masyarakat mungkin akan lebih baik dari pada masyarakat main hakim sendiri 
terhadap pelaku tindak pidana. kalau main hakim sendiri nanti pada akhirnya jika 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang akan tanggung jawab, tentu 




Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dibawah ini mengenai 
tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan ke Pengadilan dan saran untuk 
pihak Polsek, khususnya Polsek Ngawi, adalah sebagai berikut: 
Pertama, dalam menyelesaikan kasus suatu tindak pidana hendaknya para 
aparat penegak hukum dapat menyelesaikan sampai tuntas hingga pengadilan, 
tentunya juga harus sesuai dengan aturan hukum yang sudah berlaku, dan sesuai 
jalur yang telah ditentukan. 
Kedua, dalam mencari data di kantor Polres Ngawi mahasiswa diberikan 
kemudahan agar tidak menyulitkan dan memperlambat mahasiswa dalam 
penyusunan tulisan atau skripsi ini. Sebenarnya pihak dari Polres Ngawi sudah 
banyak membantu dalam pencarian data yang terkait dengan masalah yang akan 
ditulis oleh penuli. Sebenarnya pihak dari Polres Ngawi sudah banyak membantu 
dalam pencarian data yang terkait dengan masalah yang akan ditulis oleh penulis. 
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Dari anggota pihak Polres Ngawi sudah membantu dan memberi arahan untuk 
permohonan data, akan tetapi ada sedikit kendala yaitu lamanya waktu proses 
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